PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

Nomor ; 8 Tabun 2002

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

g

.

BUPATI ACEH TENGGARA

Bahwa Peraturan Daerah kabupaten Aceh Tenggara
Nomor 9 Tahiun 1999 tentang *Retribusi Terminal” telab di
undangken daiam lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Tenggara Nomor 13 Tahun 1999 tanggal B agustus 1999,
Bahwa dengan berlakunya undang-undang Nomor 22
Tahun 199Y tentang * Pemerintahan Daerah * maka
Peraturan Dierah Kabupsaten Aceh Tenggara Nomor 9
Tahun 1999 torsebut perly disesuaikan yang ditetaplan
dengan Peraturan Daerah

Undang-Undang No. 4 Tahun 1974, tentang Pembentilkan
Kabupaien Aceh Tenggara;

Undang-Undang Nomer 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Tintas dan Angkutar Jalan { Lembaran Negara tahun 1992

Nomor 43 tambahan Lembaran Negara Momor 3480 B
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- Undang undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalen (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1980 Nomor
83 Tambatin Lembaran Negara Nomor 3186);
Undangundang  Nomor 22 Tahup 1999 tentang
Pemerintahan Daerah { Lombaran Negara Tahun 1999
Mumor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 :

- Undang-undang Nomor : 34 Tahun 2000 Perubahan
Undangundang Nomor : 18 Tehun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang
Penyeralan schagian Urnean Pemerintahan Dalam Bidang
lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat |
dan Daerah Tingkat Il { lembaran Negara Tahun 1007
MNomar 77 tambahan Lembaran Negara Namor 3410 )
Peratiran Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993  tentang
Angkutan Jalan { Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor
60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3527 | ;

Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang
Pemeriksaan Kenderaan Bermator di Jalan | Lembaran
Negara Tahun 1993 Nomor 6 tambahan Lembaran Negara

Nomor 3528 );
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tenteng
prasarana dan LalumLintas Jalan | Lesnbaran nc;;ara
Tahun 1993 Nemor 63, tambahan Lembaran Negara
Nomor 3529 |; )

LO. Peraturan  Pemerintah Notar 44 Tahun 1993 tentang
Kenderzan dan Pengemudi (Lembaran Negara tabun 1993
Nomor 64, tambahan Lembarean Negara Nomor 3530 ) ;

11Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tehun 2000 relq‘lzmg
Kewenangan Propinsi scbagai Duerah Otonomi | Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran
Negara Nomeor 3952 |;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

MEMUTUSKAN
Menotapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :
A, Daerah adelah Kabupaten: Avsh Tenggara ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemeriniah Kabupaten Aceh Tenggara :
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DPRD  adalah Dewan  Perwaldilan Rakyal Daerah Kabupaten Aceh
Tenggara ;

Dinas Labw Lintas dan Angkutan Jalan  adalah Dinas Perhubungan
Kabupaten Aceh Tenggara ;

Terminal adalah Prasarana transpartasi jalan unik keperlusn mermust
dan menurunkan orang atau barang serta mengatur kedatangan dan
pemberungkaran kenderaan umum yang merupakan salnh satu simpul
Jaringan trangporiasi

Panglalan adalah  tempat memungen  dan atau pemberangkaran
kenderaan penumpang Unum baik sehagai tempat beristirahal pengemudi
maupun vntuk menaikkan dan menurunkan penumpang:

Sub Terminal sdalah tempat pemungutan retrbusi terminal [TPR} dari
setiap pangkalan angkutan pecwanpang umum ;
Angluian adalah pemindahen oracg dan atau barang deri suaty tempat
ketempat lain dengan mempergunakan kenderaan ©

Kenderaan Umum adalsh setiap kenderaan bermotor yang disediakan
umruk dipezgunakan oleh umum dengan dipungut bayaras ;

Mobil peaummpang usium adaleh seliap kenderan bermotor yang

ditenglepai sebanvak-banyaknye § (delapan ) tempat duduk tidak

rmasuk empal  duduk  pengemudi - baik dengan  maupun tanpa

perlengkapan pengangikutan bagssi :
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Texd adelab kendersan umur dengan jenis mabil peaumpang umum yang

diteri tardda khusus dan atau dilenglkapi dengan argometer,

L. Mobil Bus adalah setiap kenderaan bermotot yang dilengkapai Jebih dari &
1 delapan) tempat dudule tidek termasuk tempat duduk pengemudi baik
dengan maupus tanps perlengkapan bagasi ;

. m. Retribusi Daerah adalah pungutan Deerah sebagal pembayaran atas jasa
yang diberikan oleh Pemerintah Daersh untik kepentingan arang pribadi
dan atau badan hukum ;

n. Retribusi Terminal adaiah pembayaran atas pelavanan  penyediaan
fesilitas parkir kenderaan umum, tempat kegiatan usaha dilingkungan
terminal atau fasilitus lainnya |

0. Tanda pembagaran Retrubusi Terminal selanjutnye disingkat adalah bukt

pembayaran reiribusi terminal untuk kenderaan penumpang Gl ;

Kepala Terminal adalah Kepala pelaksana teknis dari Dinas Perhubungan

Xabupaten Aceh Tenggara

BABR IT
NAMA, OBJEK DAN SUBJEH
Pasal 2

Dengan nema retribusi Terminal Penuampsng dipungul Retribusi atas jass
pemekaian Terminal schagal pembayaran ates pelayanan penyediaan tempat
parkir untuk kendersan penumpang den bis umum, tempat kegiatan uasha,

fasilitas jainnya di termmal serta pangkalan kenderaan penumpang umurn




Pasal 3

(1] Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas yang melkpur

=

Penyedinan tempat parkir kendetaan penurmpang bis wmsm ;

=

Penyediasn terpat kegiatan nsaha ;

Pasilitas tainnya dilingkungan terminal ;

1. Pangkalan kenderran penumang

(2} Tidak termasuk abjek retribusf adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas
terminal yang dikelola perusahasn Dacrah ;

3] Ketsatuen lebih lanjut mengnai pangkalan kenderaan pemumpang umum

diatur dengan Keputusan Kepals Dasrab ;

Pasal 4

Subjek retribuai adalah setiap orang pribadi atau badan ¥ANgE mengsunalan

fasilitas terminal

BAE I
CARA TINGKAT AAN JASA
Pasal 6

11} Tinglkal penpguvaan jase dikitng berdasackan frekwensi dan jangka
waktu pemalaian fasifitas lerminal { pangkalan yang terdiri dari :

a.

inal Penumpang Fype A
b Terminal Penumpang Type B
¢. Terminal Penumpane Type C

4. Mangkatan kenderaan angkutan
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Type dan [ungsi terminal diatas diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Kepala Daerah ;

BAB IV
ANGEUTAN PENUMPANG
Passl 6

Fengangkutan penumpang umum dilakukan dengan memperguniken
kenderaan umum ;

Kenderaan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi

»

Mobil Bus Cepat antar Kot antar Propinsi

Yiobil Bus Lambal antar Kota antar Propinai .

a

Mabil Bus antar Knta antar Propinst .

- Mobil Penumpang antar Kota antar Propinsi.

tMabil Bus dan Mobil penumpang dalam Kabupaten .

Pasal 7
Setiap kenderaan penumpang uwmum wajib singgal di Terpinal yang

dilalni baik dengen maupui tanpa distur dalam izin trayel

] Setiap mobil angkutan umum yang masuk terminal, pangkalan dan atau

aub terminal dilarang i sebelum

Kupon Retribusi Terminal | TPR) kepada petugas yang ditunjuk




BAB V
FASILITAS TERMINAL
Bagal &

Tasilitas Terminal penumpang terditi dari fasilitas utama dan fasilitas

penunjang .

(i

Pazal 9

Fasilitas utama sebagaimana dimalksnd pasal 9 ini terdiri dari -

. Jalur pemberanglatan kendaraan umum |

=

Jelur kedatangan kenderaan umum .

Tempat parkic kendetaan wmum selama menungey keherangkstan,
termas:k didalamnya rempat tunggu dan tempet istivahat kenderaan

uEnm

. Bangunan Kansor Terminal .

. Terpat tunggu penumpang Gan atau pengantar .

Menara Pengawas,

Loket Penjualan karcis.

&

Rambu-tasbu dan papan informast yang selurang-irurangnys memuat
petunjuk jurusan, tanif dun jadwal perjalanan.

Pelazaran patliir kenderann pengantar das atau T .

Pengadaan fasilitan utams sehagaimana dimaksud syat (1) disssuaikan

dengan situasi kondisi dan atau type terminal .




Fasiitas penuniang sebagaimana dimaksud pasal 9, dapat berupa -
#. Kamar Kecil { toilet

b. Musholla,

& Kios, Kantin dan tolephon umum.

d. Huang pengobatan, ruang informasi dan pergaduan.

e Tempal penitipan barang .

t. Taman

(1) Sazaran dalam  penetapan struktur dan  besarnya  tarif retribusi
didasarken pada tujuan untuk memperoleh masukan yang layak sebagai

pengganti biaya pemelih dan opt

12) Setiap kendorean angkutan penumpang umum yang masuk terminal
pangkalan dan sempat kegintan usaha serta fasilitas iainnya dikenakan

retribusi .

BAB VIt
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal' 12
(1) Pesarnya terif retribusi termingl/pangkalan kenderaam untuk sckal

masuk sebagai berikut ©




&, Mobil Bus cepat antar kota antar propinsi sebesar .Rp 1000 -
Iseribu rupuah |,
b- Mobil bus Jambat antar kota antar propinsi sebssar Rp. 1.000,-
{seribu rapiah |
©. Mabil bus antar kota dalam propinsi sebeaar Rp. 1.000,-
{seribu rupiah).
d. Mabil penumpang antar kota antar propinsi sebesar  Rp, 1.000,-
[seribu rupizh ),
€. Mobil Bus Pedesean/kota sebesar Rp. L.oog,-
{seribu rupieh |
T. Mobil penumpang umum sebesar Rp. 1.000,-
{seribu rupiah }
12) Bukti pembayaran retribusi untuk kenderann umum berupa Kupsn TPR,
18] Pungutan  retribusi terminal dan  pangkalan  divtamaken untuk

pemeliaraan, pembangunan dan operasional terminal/ pangkalan .

Pasal 13
(1) Sewa bangunan/ruangsn digalam terminal,

- Gudang 2p. 60.000.- / bulan
Loket Rp. 60.000, / bulan
Kantin Rp. 150,000 - / bulan
Tios Rp. 50.000,- / bulan

Tioor Smer Kp. €0.000.- / bulan




Pemakaian fasilitas kemar mandi/we ©

MATE.. i RDL 1,000,/ seleali paked.

- Buang air besar ..o Rpo 1.000, fsckali pakat

Buangair keeil .o Rp. 500,/sckali pakai
Pasal 14

(1) Pemakai/penyewa bangunan/ruangen tersebut pada pasal 11 ayat if
pat |

tidak dibenarkan memindabkan haknya kepadu orang fein tonps
perselujuan Kepala Daerah atav pengelola terminal yang dituajok oleh
Kepala Dasrah

2] Bilamana pemakai/peoyewa mengabaiken ketenrian ketentuan dalam
arat (1) pasal i, maka dengan sendivinve izin pemvewaan/memaka:
renadi batal secara Hukum dan dianggas tidak pernah ada

Pasal 15

seliap pengunjung terminal yang berhajat/buang air besar dan kecil
diwajibkan memakai kamar mandifkemar keeiljwe yang tersedin

ditrrm

al .

121 Kebersihan terminal harus tetap terpelhara .

BAB VI
PENGADAAN DAN PELAYANAN TPR

Pasal 16
Pennadan

dilakntcan gieh Kepals Dasral alaw Dinas Dacrah vang

ctivsnjuk Kepale Gaerah




Pasal 17

Pelayanan TPR dilakukan diterminel, pangkalan dan atan tempat lain yang

ditetapkan dengen Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX
KUPON TPR
Pasl 18
(T} Pencetakan kupon TPR harus memenuhi standart. teknis pengamanan.
{2 Kugon TPR terdiri dari 2 [dua) bagian yaitu :
a Bagian perlama merupakan bukti pembayaran yang diserahkan
kepada kenderaan anglutan umum, yang memuat data antara lain

sebapai herfkut,

Kode wilayah, Nomor seri, dan Nomor urut kupon

w

Name jenia pungutan.

w

Basar hulm pungutan,

S

Besatnya retribusi

3]

Catatan yang berbunyi © berlaku satu kali masuk.

o

Pada sisi lanan loupon diberl lnbang bergerigi dengan ukuran garis
tengall lubang 4 mm dan jarak fubang antsra satu dengan yang
lainsiva O mm
o Baglan  kedus  merupakan potongan  kupon  sebapal pertinggal
[ dokumen | vang memuat data antara lam sebagai berikut :
i, Kode wilayah. Nomor seri, dan Nomor urut kupon.
2 Mama jenis pungutan

3. Desarnya mctrius




BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 19

Masa recrihusi adalah jangka waktu tertentu yang lmanya ditetapkan oleh

Kepala Daerah sebagai Dasar untuk menetapkan besarnya retribusi yang

Sipersamakan |

Pasal 20

Retribusi teratang terjadi saat ditorapkannya SKRI atau dokumen tain yang

diipersamakean .

121

BAE XI
‘TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasmal 21

| Pemungutan neribust tidak dapat diborongkan

Reteibusi df pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipsrsamakan

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 22

| Pernbayvaran retribusi harus ditakukan secara tunai/hunas.

Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
dihunjuk sesusi waktu yang ditentukan dengan mengganakan SKRD.

falam hal pembayaran dilakukan ditmpat lain yang ditunjulc, maka hasil
penerimaan retribust harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1

x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan Kepala Daerah




4 Kepada Petugas pemungur diberikan uang perangsang sehosar 26% [dua
puich enam persen) dari jumlah pungutan yemg disetorkan ke Kas
Daerah,

(4} yaran reribusi sebagaimana di pasel 13 diberikan tanda

bukti pembayaran

1%] Seliap perbayaran dicatat dalam biku penerimaan -

i3] Bentuk, i ukuran buku tanda bukti pembayaran serta buku penerimaan
retribusi ditctapkan oleh Kepala Dascah

BAE X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24
Bila wafib retribus; tdsk membavar tepat pada waktunya atau kurang
mehayar dikenakan sanksi adminisirasi berupn denda ssbesar 2 % | dua
persen | sctiap bulan delem retribusi yang rerhutang atau kurang dibayar dan
i tagih dengan menggunakan STRD

BAB XIV

PEMBINAAN PENGAWASAN
Pasal 25

terhadap pelaksansan Peraturan Daerah

Pembinaan dan pengawassn tek

ini dilakukan vleh Kepals Dacrah.




BAR XV
EETENRTUAN PIDANA
Pasal 26

{1) wefib reiwibusi yang tdak melsksanaken lkewnjibannya  sehingga

3

merugikan keuangan daerah, diancam kurungen paling lama 6 fenam)
bulan dan atay denda sebanyak-banyalmya Rp, 5.000.000,- ( ma juts
rupiah }.

Tindak pidana sebagaimann dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah

pelanggarnn

BAB Xvi
PENVIDIKAN
Passl 27

Pejnlat Pegnwai Negeri Sipfl tertenty dilinglungan Pemerintan Dascah

diberi wewenang khusus sebagai penvidik unttk melnkulan penyidikan

tinelak pidann dibdang Retribusi Dagrali .

Wewenang penvidik sebagaimana dimaksud pada ayat {1) pasal ini

adelah

s Menerima , mencar, mengumpulkan don meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengas tindak pidana dibidang retribusi Daerah

dan ager keterangan ata laporan tracbut nemjadi lengkup dan jelas ,

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenal orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan tindals pidasa dibidang retribusi Daerah .
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Weminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atan badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang rerribusi Daerah,
Memeriksa bukti-bukri, cataten-cataten dan dokumen lain serta
melakukan penyitarn terhadap barang bukt terscbut .

Melakukan  penggeledahan  untuk  mendapatkan  pembulknan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain sarta melakukan pEnyitagn
terhadap barang bukti tersebut

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribust Daerah.

Menyuruh Derhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pade saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen yang dibawa acbagaimana yang
dimaksud pada huruf

Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan rindak pidana
dibidang retribusi Daerah .

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau soksi .

Menghentikan penyidikan dan melakukan tindakan lain yang perlu
untuk kelancaran, pesyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah

menusst hukum yang dapat dipertanggung jawabkan




(3} Penyidikan  sebagaimana

vl pads oayat {11 pesal  ind

memberitahukan  dimut

piddan  dan  menyampaikan  hasil

penyidilan kepads

Penenint Unuin sesuni dengan ketemtianweng diatur

dalam Undang-undang Nornor & Tehun 1981 temang Hulum  Acara
Pidana BAB XVI
‘KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
(1) Mal-hal yang belum distur dalam Peratusan Daerah ini sepanjang

i pel o akar ditetapkan Tebih lanjut dengan Keputusan
Kepala Daezah .

(2] Dengan hariakunya Peratvran Daes

ini meka Peraturan Daerah
Kebupaten Aceh Tenggara MNomor 9 Tahun 1992 lenlang Retribusi

Terminal dinyataian lidak berlaku

Pasal 28
Paraturan Daerah ini raula berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar  supaya  setiap  orang  dapal  mengelahuinya, memerintahlan
pengundangan Peraivran Daccah inf dengan penempatannya dalem Lembaran

Daerah Kabupaten fceh Tenggara

BUPATI ACEH TENGGARA
Ditmdangksn di - Kutacane Bl bw
Eadlo Topwanl ¢ 12 Apeil 2007 Dis. H. ARMEN DESKY

SEKRETARIS PAFRAH KABUPATEN
ACEH TENGGARA
Cap! o

. A AT
Pembina Utams Muda
Mip. 390 006 415

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHEIN 2002 NOMOR : §




	Perda Kab. Aceh Tenggara No. 08 Thn 2002_Tentang Retribsi Terminal_Page_01
	Perda Kab. Aceh Tenggara No. 08 Thn 2002_Tentang Retribsi Terminal_Page_02
	Perda Kab. Aceh Tenggara No. 08 Thn 2002_Tentang Retribsi Terminal_Page_03
	Perda Kab. Aceh Tenggara No. 08 Thn 2002_Tentang Retribsi Terminal_Page_04
	Perda Kab. Aceh Tenggara No. 08 Thn 2002_Tentang Retribsi Terminal_Page_05
	Perda Kab. Aceh Tenggara No. 08 Thn 2002_Tentang Retribsi Terminal_Page_06
	Perda Kab. Aceh Tenggara No. 08 Thn 2002_Tentang Retribsi Terminal_Page_07
	Perda Kab. Aceh Tenggara No. 08 Thn 2002_Tentang Retribsi Terminal_Page_08
	Perda Kab. Aceh Tenggara No. 08 Thn 2002_Tentang Retribsi Terminal_Page_09
	Perda Kab. Aceh Tenggara No. 08 Thn 2002_Tentang Retribsi Terminal_Page_10
	Perda Kab. Aceh Tenggara No. 08 Thn 2002_Tentang Retribsi Terminal_Page_11
	Perda Kab. Aceh Tenggara No. 08 Thn 2002_Tentang Retribsi Terminal_Page_12
	Perda Kab. Aceh Tenggara No. 08 Thn 2002_Tentang Retribsi Terminal_Page_13
	Perda Kab. Aceh Tenggara No. 08 Thn 2002_Tentang Retribsi Terminal_Page_14
	Perda Kab. Aceh Tenggara No. 08 Thn 2002_Tentang Retribsi Terminal_Page_15
	Perda Kab. Aceh Tenggara No. 08 Thn 2002_Tentang Retribsi Terminal_Page_16
	Perda Kab. Aceh Tenggara No. 08 Thn 2002_Tentang Retribsi Terminal_Page_17

